PUTUSAN
Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Pyb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksadan mengadili

perkara tertentupada tingkat pertamadalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

I ohir di Natal tanggal [ vari
. 29ama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD,
tempat kediaman || I Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

<. ohir di Natal tar i 1085,
agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat
kediamandi | Kecamatan Natal Kabupaten
Mandailing Natal, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember
2020 telah mengajukanpermohonanCerai Talak, yang telah terdaftardi
KepaniteraanPengadilan Agama, dengan Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Pyb,
tanggal 11 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agam - Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomo|j 019 terta - 2019;
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orang tua Pemohon di Desa SimangambatLorong | Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah
berhubungan layaknya suami istdra’fa ad-dukhul), dan sudah dikaruniayai

satu orang anak yang bernama, | GG (Laki-aki)dan
sekarang tinggal bermasa termohon,;

4. Bahwa keharmonisandan kerukunan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, tidak dapat dipertahankanlagi dikarenakansejak tiga bulan
pernikahanmulai terjadi perselisihanyang secara terus menerus antara
Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:

a. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan Nopember tahun 2019, penyebabnya karena pas
saat itu Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang pasti
dan tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon;

6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rum
dan tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan
ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan
Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tanggsakyeaig
mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada pemohdi I Ho'id) untuk
menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon (G
I ) (ihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
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3. Membebankan biaya yang timbul dari pekara ini sesuai dengan peratur
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aeque et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaika
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuhproses mediasi
dengan mediator Abdul Azis Alhamid, S.H.l, sebagaimana laporan mediator
tanggal 23 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnyaMajelis Hakim membacakansurat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
sekaligus rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Konvensi
1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon untuk

bercerai dengan Termohon;

2. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon
Dalam Rekonvensi
1. Bahwa apabila nantinya terjadi perceraian Penggugat rekonvensi/

Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Menetapkan Hak asuh anak yang berndj I sy ah jatuh
kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi.

b. Nafkah anak dari pernikahanPenggugat rekonvensidan Tergugat
rekonvensi yang beranan|ii EE:y 2h sebesar Rp.500.000
setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada
Pengadilan Agama Panyabungan agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohdi NG Ho!id) untuk
menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon (GGG
I Jihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. MenetapkanPenggugatrekonvensisebagai pemeganghak asuh anak
(hadhanah) yang berna /i NG sy -h;

3. MenghukumTergugat rekonvensi untuk membayarnafkah anak dari
pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama
I scjumiah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap
bulannya sampai anak dewasa dan mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa terhadap jawaban konvensi, Pemohon konvensi memberikan
replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensioleh Penggugat Rekonvensi,
Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:
1. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju hak asuh anak jatuh kepada Penggugat

rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju untuk membayar nafkah anak yang
bernamal R v 2 scjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribt
rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon
Konvensi/PenggugatRekonvensi memberikanDuplik Konvensi dan Replik
Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan
semula;

Bahwaterhadap replik rekonvensiyang diajukan oleh Penggugat
rekonvensi Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan sejutu untuk memenuhi
tuntutan Penggugat rekonvensi;

Bahwa, oleh karena Pemohon konvensi/Tergugatrekonvensi dan

Tergugat konvensi/Penggugatrekonvensi telah sama-sama setuju untuk
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bercerai, serta Pemohon konvensi/Tergugatrekonvensitelah memperoleh

kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat

rekonvensi/Termohon konvensi, maka proses jawab jinawab dirasa cukup dan

selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti berupa:
A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No{j /2019, te| I Ve 201
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan A Siabu Kabupaten
Mandailing Natal bermeteraicukup dan telah dicocokan dengan aslinya

ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;
B. Saksi:

1.

I U ur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, Ala|jj I bat, Kec. Siabu,

Kab. Mandailing Natal hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Paman

Termohon Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tahun 2019;

- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejaka dan

Perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Pemohon di Desa Simngambat Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-

baiknya saja, namun sejak tiga bulan pernikahan mulai terjadi
perselisihandan pertengkaranyang secara terus menerus antara
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak

November 2019 ;
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- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal
bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling
mempedulikanagi serta tidak menjalankanhak dan kewajibannya
masing-masing sebagai suami-isteri;

- Bahwa Saksi pernah menasehatiPemohon agar berdamaikembali
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. I 0. Unur 48 tahun, Agama lIslam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Petani, Alam I -t. Kec. Siabu, Kab. Mandailing
Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon. Di
bawah sumpahnyatelah memberikanketeranganyang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tahun 2019;

- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejaka dan
Perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di Desa Simngambat Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang
bernama ;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-
baiknya saja, namun sejak tiga bulan pernikahan mulai terjadi
perselisihandan pertengkaranyang secara terus menerus antara
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
November 2019 ;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal
bersama kembali dan tidak terjalin komunikasilagi, tidak saling
mempedulikanagi serta tidak menjalankanhak dan kewajibannya
masing-masing sebagai suami-isteri;,
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- Bahwa Saksi pernah menasehatiPemohon agar berdamaikembali
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktianya;

Bahwa, Termohon setelah diberi kesempatanoleh Majelis Hakim
menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan pada bukti-
bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon
Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini
adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yal
beragana Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undanc
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaima yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 5 bulan 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkerdermasuk
kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan
Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan
Natal, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum
Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan
keduanyadengan Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis
Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif
memeriksa dan mengadili perkapio;
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Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan
pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 1¢
ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di
persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan peqkartelah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154jliotyp Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengc
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desemt
2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara
guo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jdPasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat
(1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh
sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah
Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjad
perselisihanterus menerus antar?emohon dan Termohon dalamumah
tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisal
tempat tinggal sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya
membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan Termohon telah
mengakuiadanya perselisihandan pertengkararantara Pemohon dengan
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Termohon yang menyebabkanPemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal sejak bulan November 2019;

Menimbang,bahwa meskipunTermohon telah mengakuidalil-dalil
permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antat
Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg.
Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan
mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai
dengan ketentuanPasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan
pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Majelis Hakim
memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon
Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor
110/07/V/201%elah bermeteraicukup, dinazegelen, dan cocok dengan
aslinya, merupakanakta otentik,isi bukti tersebutmenjelaskanmengenai
Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1C
Mei 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten
Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti
tersebuttelah memenuhisyarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 285 R.Bduncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (I ) Jon saksi 2
- /2o diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa,

berakal sehat, dan sebelum memberikanketerangannyatelah disumpah

terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat foi

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
Menimbang,bahwa keterangansaksi-saksi Pemohon adalah fakta

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan da

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan
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saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangansaksi tersebut memilikikekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangansaksi 1 dan saksi 2 Pemohon
Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebutadalah
keluargadan orang-orang dekat deng&smohon konvensiyaitu Paman
Termohon dan Paman Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi
1 dan Saksi 2 Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah
dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dai
harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
November 2019 dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Pemoh
dan Termohon serta tidak saling mempedulikan,dan tidak saling
menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak
ada nafkah Pemohon kepada Termohon;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,bahwa berdasarkanfakta-faktatersebutdi atas yang
didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu
dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan
pertengkaranyang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh
karenanyaMajelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon “sudah pecahroken marriage) sehingga antara Pemohon dan
Termohon sangat sulit untuk dipersatukankembali, karena kasih sayang
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diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya hingga sekara
tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahuipasti
penyebabperselisihandan pertengkararentara Pemohon dan Termohon,
maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomaniYurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang
menyatakanKéterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya
menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan
hukum sebagai dalil pembuktian.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohol
dan Termohon yang sama-sama berkeinginankuat untuk bercerai, telah
memberikanpetunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk
mempersatukarkembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada
harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga sgkingh, mawaddah danrahmah
serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974,
hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat ar-Rum ayat
21:

oz el Toised] B3l Sl 3 S0 L3 1 el

[ w e - - ~ : e 3
@ RYYS Sy SIIORN L HEPES PR PT PR eor
Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir"”.
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Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagian
dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin
dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang
terus memuncakdi antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari
kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu
dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di
dalam Al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 229 :

lw}uw}' SusgastelitSoipadlla
Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk
dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan
kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegahihkeat-an
yang lebih besar dan berkepanjanganbagi kedua belah pihak maka
memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam giidah ushul yang berbunyi;

I:-IY :_;J'_::'njjlll-jall_*‘.till.”‘J ]]4..a.nl|u_b¥m _5'1._._.41]_‘5»1!|_‘]

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis
Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siag
yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebu
karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah
pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang
salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta
sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1l Tahun 197
Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi
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Hukum Islam, oleh karena itu permohonanPemohon untuk Menceraikan
Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj’'i menurut Majelis Hakim dap
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan
Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak
sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan ol
Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayatntaka talak
antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj’i
sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinanantara Pemohon
konvensi dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, mak
talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara bdalah perkaracerai talakdimana
Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan
Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan
2006 dan perubaharkedua dengan Undang-UndangNomor 50 Tahun
2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan
antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak
diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah
diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohor
Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan
2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya
ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;
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Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkandalam
konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam
pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukangugatan
rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak

(hadhanah) yang berna /i GGG sy :h;

3. MenghukumTergugat rekonvensiuntuk membayarnafkah anak yang
bernamalj I 2h Jdari pernikahan Penggugat rekonvens
dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap
bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10%
setiap tahunnya sampai anak dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensisetuju hak asuh anak yang bernama Ali
Ibrahim Armansyah jatuh kepada Penggugat rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju untuk membayar nafkah anak sejumlah
Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukanreplik

rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukanduplik
rekonvensinyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban
rekonvensisemula dan setuju untuk memenuhituntutandari Penggugat
rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi bersedia
melaksanakan dan membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi,
maka oleh sebab itu majelis Hakim menilai tidak perlu lagi mempertimbangkan
secara rinci.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat
rekonvensi telah sepakat mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang bernama
Ali Ibrahim Armansyah berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, maka
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Majelis hakim menetapkanhak asuh anak yang bernama Ali Ibrahim
Armansyah jatuh kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang,bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan
kepada Penggugat rekonvensimaka dalam rangka menjalankanamanat
SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung, Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah
wajib memberikan hak akses bagi Tergugat rekonvensi yang tidak memegang
hak hadhanah untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak
memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah
maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua yang tidak memegang
hak hadhanahuntuk mengajukangugatan pencabutanhak hadhanahke
Pengadilan Agama;

Menimbang,bahwa disebabkanoleh karena Tergugat rekonvensi
telah setuju bahwa hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Ali lbrahim
Armansyah diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan menyanggupi
besaran dan jumlah nafkah anak sebesar Rp. 500.008@,ratus ribu rupiah),
maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan
Tergugat rekonvensi setiap bulan kepada anak yang bernama Ali Ibrahim
Armansyah melalui Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan
nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat
rekonvensi, Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh
persen) setiap tahun sebagaimana SEMA Rl Nomor 05 bulan 2015 angka
14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biay
pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap
hukum sebagaimanamaksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat
SEMA Rl nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar
agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapatperlu menghukum
Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak
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dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang,bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahu
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi
maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

rekonvensi;

Mengingat,semua pasal dalam peraturanperundang-undangadan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada PemoHEEEGTTTNGEGEGEGEGEGEGEEEE ' Holid
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termo || s binti
I ) Ji hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menetapkan Penggugat Rekonveniii I | bis)
sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Ali lbrahim Armansya
dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi

(I o id) untuk bertemu anaknya;

3. Menetapkan Tergugat Rekonverlii I .| Ho!id)
untuk membayar nafkah anak yang beriii [ N 2nsyah, melalui
Penggugat Rekonvens| I | bis) scbesar Rp.

500.000,-lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri
dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;
4, Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban
sebagaimana pada angka 3 bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugatrekonvensi untuk
membayarbiaya perkara sejumlahRp 569.000,-(lima ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah).
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkanpada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 Masehi,
bertepatandengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami
Hasanuddin, S., Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.l dan Abdul
Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Kel
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi
Hamdani Lubis, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon

Konvensif/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi
Ketua Majelis
Hasanuddin, S.Aqg.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Muhammad Fadli, S.H.I. Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera

Rivi Hamdani Lubis, S.HI
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Perincian biaya perkara:

No vk wnN e

Biaya Pendaftaran Rp
Biaya proses Rp
Biaya Panggilan Rp
Biaya PNBP panggilan Pemohon Rp
Biaya PNBP panggilan Termohon Rp
Meterai Rp
Redaksi Rp

30.000,00

50.000,00
450.000,00
10.000,00
10.000,00
9.000,00
10.000,00

Jumlah Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbilang : lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah.
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569.000,00
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